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o

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan surnber pendapatan
Daerah yang sangal penting guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah dan pembangunan di daerah guna mclaksanakan Otonomi
Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat
pada daerah otonom;

bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan arus lalu lintas angkutan barang
di daerah Kabupaten Sintang dipandang periu dilakukan penertiban dan
peningkatan pelayanan pada terminal yang tersedia dalam wilayah Kabupaten
Sintang, serta dipandang perlu untuk melakukan revisi terhadap Peraturan
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal,
karena besaran tarif retribusi dipandang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi
saat ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, di atas
dipandang periu diatur dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 {entang Pembentukan Daerah Tingkat 1l Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
ambahan Lembaran Negara Republik Inodesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusa Piutang Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun 1860 Nomor 156, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3186),

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahar, Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
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Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun 1992 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

Undang-Undang Nomor 18 T'ahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
rambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia ‘fahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, I'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan Dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indunesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoresia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahuri 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 ‘lzhun 2006 tentang Penetapan Peraturan
Pamarintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
32 rahun 2004 tentang {Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Uncang
(Lembaran Negara RRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438 ),

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 {entang Penycrahan Sebagian
Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkulan Jalan Kepada
Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat Il (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3410);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu
Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63,
Tambahan Lemtaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
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Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan
Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan
Kewenangan Pemerintah Dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4124);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 {cntang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lermbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |l Sintang Nomor 06 Tahun 1987
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Seri D Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran
Dacrah Nomor 20 Tahun 2000 Seri D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

Dan
BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR
4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

PASAL |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2000 tentang
Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4) diubah dan ditambah sebagai berikut :

A Ketentuan pada BAB | Pasal 1 angka 2,3 diubah , dan ditambah empat angka menjadi angka
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Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurul asas olonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip- otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintah
Daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.

Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam siste Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.

Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebage!
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan
oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Ketentuan pada BAB VIl ayat 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

(6)

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) diganti dengan struktur dan
tarif baru dan ditetapkan sebagai berikut

Jenis Pelayanan Jenis Kendaraan Tarif sekali masuk
Ukuran Fasilitas

Penyediaan tempat | Angkutan Kota

parkir kendaraan
penumpang dan Bus |- Oplet Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
Umum

- Bus Kota Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Angkutan Pedesaan

- Oplet Rp. 1000,- (seribu rupiah)

- Bus Kecil Rp. 2.500,- (dua ribu limaraus rupiah)
- Bus Sedang Rp. 3.500,- (tiga ribu limaratus rupiah
Angkutan Antar Kota

- Bus Kecil Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

- Bus Sedang Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah)

Bus Besar/eksekutif | Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Mobil Truck Barang | Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah)

Mobil Box Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

WC Umum Terminal a. Buang air kecil Rp. 500,- (lima ratus rupiah/orang)

o

. Buang air besar Rp. 1.000,- (seribu rupiah/orang)




PASAL Il
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4
Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang.

Disahkan di Sintang
pada tanggal 10 November 2006

BUPATI SINTANG,

TTD

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 4 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD
ABDUSSAMAD ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2006 NOMOR 29

Salinan Yang Sah Sesuai Dengan Aslinya
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
Kepala Bagian Hukum, *

: SON, SH., MM
PENATA TINGKAT I
NIP. 520013292



